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DASAR HUKUM
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dari aturan tersebut mengamanatkan bahwa proses perencanaan sangat penting dilakukan dan perlu dikawal oleh Bappedalitbang selaku badan yang tugaskan dalam perencanaan daerah dan atas dasar inilah inovasi Rembuk Remas muncul sebagai bagian dalam menciptakan perencananaan yang berkualitas dan terarah. Kemudian dasar hukum inovasi ini diperkuat lagi dengan pembentukan tim berdasarkan SK Kepala Bappedalitbang Nomor 800/245/ BAPPEDALITBANG-BLG/2021 tentang Tim Rembuk Remas (Rencanan Masyarakat)
PERMASALAHAN
Pembangunan Daerah bertujuan agar meningkatkan/memperluas kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan investasi, upaya peningkatan pelayanan publik dan daya saing daerah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya secara serius dalam melaksanakan pembangunan sehingga tujuan tersebut bisa tercapai. Dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah dalam pengelolaan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan perlu upaya-upaya yang komprehensif dan terukur salah satunya melalui perumusan sebuah perencanaan. Proses pembangunan tentunya tidak lepas dari proses perencanaan dimana proses perencanaan yang baik akan menghasilkan atau bermuara pada pelaksanaan pembangunan yang baik pula.  Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 diatur terkait proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam permendagri tersebut diaturkan terkait proses penyusunan perencanaan agar dilaksanakan secara bottom up, partisipatif, teknokratif dan top down. Perencanaan melalui bottom up artinya dalam proses perumusan perencanaan pembangunan melibatkan semua lapisan masyarakat. Indikator masyarakat ini dilakukan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), musrenbang ini dilakukan berjenjang dimulai dari RT, Desa/kelurahan, kemudian kecamatan, hingga tingkat kabupaten/kota.
Seiring berjalannya waktu, perencanaan terus terproses dan bermuara pada pelaksanaan pembangunan yang disusun bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam dokumen APBD.  Berdasarkan hasil evaluasi internal Bappedalitbang yang dilaksanakan secara mandiri, serta mendengar keluhan masyarakat terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perumusan perencanaan yaitu belum efektifnya pengajuan usulan masyarakat dengan dokumen anggaran belanja daerah. Istilah lainnya berbagai usulan masyarakat belum terdanai/terealisasikan sehingga masyarakat mulai apatis terhadap pelaksanaan musrenbang tersebut. Penyebabnya karena berbagai hal diantaranya usulan masyarakat terlalu banyak dan variatif sehingga tidak fokus dan terarah, tidak berdampak luas terhadap kesejahteraan dan penurunan kemiskinan, serta usulan yang disampaikan masih belum selaras dengan arah pembangunan daerah. Suatu tantangan kedepan bagaimana upaya Pemerintah dalam rangka mewujudkan musrenbang yang berkualitas khususnya dalam aspek perencanaan sehingga bisa mengakomodir antar kepentingan berbagai lapisan masyarakat dan perencanaan yang dihasilkan nantinya berperan kepada pembangunan yang tepat sasaran.

ISU STRATEGIS
	Berdasarkan pembahasan secara internal dengan melihat juga kondisi dan permasalahan yang terjadi berdasarkan latar belakang diatas, maka tercetuslah salah satu isu strategis untuk membuat sebuah inovasi yang dapat menyatukan berbagai kepentingan untuk duduk bersama dan merembukkan prioritas daerah apa yang diusulkan untuk direncanakan di tahun-tahun selanjutnya maka dibuatlah suatu inovasi yang bernama Rembuk Remas yang merupakan akronim dari “Rembuk Rencana Masyarakat”. Dalam upaya memecahkan permasalahan yang terjadi dilakukan analisis yang mendalam terkait kondisi dan permasalahan sehingga nantinya bisa diupayakan langkah-langkah strategis dalam mengatasi masalah tersebut. Permasalahan yang muncul yang harus dikenali dari faktor-faktor yang menilai atau akar masalahnya. Dengan mengatasi permasalahan mulai dari tingkat dasar atau dari akar masalah maka diharapkan permasalahan tersebut  segera bisa teratasi.
	Dari pembahasan hal-hal sebelumnya dianalisislah permasalahan usulan masyarakat tersebut melalui pendekatan sebagai berikut:
1. Ancaman
· Pengajuan usulan masyarakat berkurang karena masyarakat mulai jenuh akibat minimnya usulan yang akomodir
· pengajuan usulan masyarakat akan bersifat asal-asalan hanya untuk menggunakan adminitrasi atau kebijakan
2. Hambatan
· Kurangnya partisifasi masyarakat dalam pengajuan usulan.
· Kurangnya usulan yang menjawab permasalahan social kemasyarakatan. 
3. Peluang
· Dukungan dan peran aktif masyarakat dalam mengajukan usulan
· Dukungan dan kebijakan daerah dalam kegiatan yang berhubungan luas terhadap kesejahteraan masyarakat.
4. Tantangan 
· Pengajuan usulan secara selektif dan terarah pada kondisi atau tujuan yang ingin dicapai.
· Usulan selaras dengan arah kebijakan dan pembangunan daerah.
Dengan melihat analisis permasalahan diatas harapannya dengan adanya Rembuk Remas dimana mengumpulkan berbagai elemen masyarakat untuk melakukan rembuk atau pembahasan dan diskusi bersama terkait kondisi dan permasalahan daerah dengan memperhatikan juga pada isu nasional dan provinsi akan muncul gambaran konkret usulan apa yang nantinya memang penting dan prioritas untuk diusulkan dalam Musrenbang baik di level RT sampai level Kabupaten sehingga usulan yang ada adalah usulan yang memang sudah tersaring, terarah dan selaras dengan kebijakan dan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. 
Pemilihan Inovasi Rembuk Remas dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. Menyatukan berbagai pihak dalam satu wadah untuk rembuk bersama
b. Adanya penyampaian data dan informasi serta kebijakan pembangunan daerah sebagai dasar dalam membuat suatu usulan 
c. Adanya penggalian permasalahan masyarakat berdasarkan capaian kinerja daerah yang melihat pada kondisi dan permasalahan di tahun sebelumnya sehingga harapannya usulan nanti bisa mengintervensi masalah yang sudah dipetakan dan diketahui

METODE PEMBAHARUAN
Kondisi Sebelum Inovasi
	Proses penggalian usulan masyarakat dilakukan/dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan di level bawah musrenbang ini dilakukan ditingkat RT/RW baru dilanjutkan ke musrenbang desa, usulan masyarakat yang dihasilkan bermacam-macam ini memuat banyak hal dari yang menjadi kebutuhan prioritas desa hingga usulan biasa saja atau bahkan tidak sesuai ranah dan kewenangan pemerintah daerah sehingga berbagai usulan yang ada tersebut belum menggambarkan usulan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, belum sesuai dengan isu strategis atau permasalahan daerah secara menyeluruh ataupun belum sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
	Hasil usulan musrenbang desa dilanjutkan untuk dibahas di tingkat kecamatan melalui Musrenbang kecamatan. Proses berjenjang ini adalah untuk menetukan prioritas usulan kegiatan tingkat kecamatan untuk nantinya dibahas lagi pada saat musrenbang kabupaten. Karena jumlah usulan yang begitu banyak dan beragam, serta kemampuan daerah dalam hal keuangan daerah yang terbatas maka tidak semua usulan tersebut bisa terakomodir dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) pada tahun berikutnya. Hal ini tentunya menimbulkan kekecewaan yang luas di masyarakat sehingga memunculkan pesimistik dan antipati terhadap proses musrenbang nantinya.
	Hasil evaluasi serta verifikasi terkait usulan musrenbang dan upaya-upaya penyelarasan terhadap dokumen perencanaan daerah lainnya ditemukan fakta bahwa usulan masyarakat tersebut tidak diakomodir karena hal-hal :
1. Tidak selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah, provinsi atau nasional
2. Tidak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
3. Usulan yang disampaikan tidak berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya
4. Usulan yang disampaikan tidak menjawab masalah pokok yang sedang dihadapi desanya
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan sebagai instansi yang melaksanakan dan mengawal proses perencanaan menjadi bagian penting dalam menciptakan sebuah perencanaan yang berkualitas yang tahapannya berproses dari level desa hingga sampai Kabupaten sehingga perlu adanya inovasi untuk membuat tahapan dalam perencanaan ini menjadi terarah salah satunya pada pentahapan awal perumusan usulan masyarakat yang akan diajukan pada musrenbang nanti dengan menciptakan inovasi rembuk remas yang harapannya mampu memfasilitasi dan menciptakan diskusi dan perumusan awal yang melihat pada permasalahan dan kondisi daerah agar tercipta usulan yang terarah dan berkualitas.
Kondisi Setelah Inovasi
Dalam proses perencanaan yang baik tentunya melibatkan semua pihak terutama masyarakat dan pelaku kebijakan sehingga tercipta harmonisasi yang baik. Perlu adanya upaya-upaya yang nyata dalam proses penggalian usulan masyakarat agar menghasilkan usulan-usulan yang berkualitas dan tepat sasaran. Dengan adanya usulan yang baik dan berkualitas akan memudahkan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dokumen perencanaan yang berkualitas nantinya dijadikan bahan pengambilan kebijakan oleh pimpinan daerah, melalui tahapan penganggaran akan disusun kebijakan umum anggaran yang akan membiayai usulan kegiatan tersebut. Bappedalitbang dalam tugasnya, memfasilitasi, mengkordinasi dan melaksanakan proses penyusunan dokumen perencanaan melihat ada perubahan yang telah dihasilkan dengan adanya inovasi Rembuk Remas, antara lain : 
1. Usulan lebih selaras dengan kebijakan/ prioritas sasaran pembangunan daerah.
2. Usulan masyarakat lebih berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. Usulan masyarakat tersebut sudah mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran

KEUNGGULAN/KEBAHARUAN
Keunggulan/kebaharuan inovasi Rembuk Remas yaitu :
1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar berbagai pihak
2. Memberikan pemahaman terkait permasalahan dan kondisi terkini daerah
3. Dapat menyatukan dan menyamakan pemahaman/persepsi berbagai pihak 
4. Usulan lebih tersaring dan terarah
5. Perencanaan menjadi lebih berkualitas karena sudah disaring dan dirembukkan ditahap hulu/awal sebelum masuk ke tahap Musrenbang

CARA KERJA INOVASI
Cara kerja operasional inovasi Rembuk Remas yaitu:
Tahap Persiapan:
a. Dilakukan pembentukan dan pemantapan tim sebagai pelaksana inovasi Rembuk Remas
b. Penghimpunan berbagai data dan informasi oleh Bidang teknis Bappedalitbang pada pihak SKPD terkait capaian daerah serta permasalahannya 
c. Pengolahan data dan informasi untuk disampaikan pada saat kegiatan Rembuk Remas
Tahap pelaksanaan inovasi Rembuk Remas yaitu dapat diurakan sebagai berikut:
a. Penyampaian undangan Rembuk Remas pada SKPD terkait, pihak kecamatan dan desa di kabupaten Balangan
b. Pelaksanaan Rembuk Remas berupa paparan permasalahan dan kondisi terkini daerah dari berbagai sektor, diskusi dan tanya jawab antar SKPD terkait dan pihak kecamatan serta desa agar menciptakan ruang rembuk bersama sehingga dapat menjadi gambaran awal usulan apa yang tepat nantinya untuk diusulkan pada saat musrenbang
TUJUAN
Tujuan dari adanya inovasi rembuk remas ini adalah agar mampu meningkatkan kualitas dan efektifitas dari sebuah perencanaan khususnya dalam tahapan awal usulan masyarakat sehingga akan memudahkan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
MANFAAT
Manfaat dari adanya inovasi rembuk remas adalah untuk memberikan gambaran permasalahan dan kondisi daerah terkini sehingga nantinya saat masuk tahap usulan masyarakat yang terhimpun dalam dokumen perencanaan menjadi lebih tersaring dan terarah, berkualitas dan tepat sasaran sehingga berbagai program dan kegiatan akan terarah dan berdampak luas serta memberi manfaat besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat
HASIL / DAMPAK
Hasil dari inovasi rembuk remas yang sudah berjalan selama ini menghasilkan usulan yang lebih sesuai dan selaras dengan permasalahan dan kondisi daerah secara umum atau makro (5 permasalahan makro yang dibahas) karena masyarakat memperoleh informasi yang lebih akurat saat rembuk/diskusi yang mempertemukan pihak desa, Kecamatan dan SKPD terkait yang berembuk bersama dalam melihat permasalahan daerah serta kondisinya. Sehingga dari masalah tersebut akan menjadi gambaran dan digunakan sebagai usulan masyarakat pada tahap Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.
Berikut gambaran pemetaan permasalahan yang terhimpun pada tabel berikut di tahun 2021 dan tahun 2022  :

	No.
	Permasalahan
	Tahun 2021 (untuk usulan tahun 2022)
	 Tahun 2022 (untuk usulan tahun 2023)

	1
	Pembangunan Manusia
	Permasalahan pada Bidang Pembangunan Manusia diantaranya belum optimalnya sarana dan prasarana kesehatan, SDM Kesehatan, rendahnya kesehatan masyarakat, tingkat pendidikan yang rendah, sarana dan prasarana pendidikan, SDM pendidikan, masih adanya perkawinan usia anak, serta stunting
	Permasalahan pada Bidang Pembangunan Manusia diantaranya Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana serta SDM Kesehatan dan Pendidikan, rendahnya kesehatan dan pendidikan masyarakat seperti adanya masih adanya stunting, bayi BBLR, Masih minim sosialisasi tentang kesehatan di beberapa desa, adanya angka putus sekolah, Masih ada desa yang belum memiliki gedung TPA (tempat pendidikan Al-Qur'an), Belum memiliki gedung Posyandu, Belum adanya Perpustakaan dan sebagainya

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	Pemerintahan
	Permasalahan pada Bidang Pemerintahan diantaranya Fasilitasi Gerakan Nasional Revolusi Mental belum sampai tingkat kecamatan, Belum optimalnya pengawasan bantuan partai politik, Belum optimalnya pemetaan terhadap ormas, Belum Terfasilitasinya kegiatan P4GN di Tingkat Kecamatan dan Desa, Belum Terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan dan Desa, Belum Terbentuknya Pusat Komunikasi dan Informasi dalam rangka kewaspadaan dini Terkait Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan (ATHG) terhadap Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM) Tingkat Kecamatan, Belum Terfasitasinya Anggaran Forkopimda dan Forkopimcam
	Permasalahan pada Bidang Pemerintahan diantaranya masih sama seperti di tahun 2021 berkaitan dengan Fasilitasi Gerakan Nasional Revolusi Mental belum sampai tingkat kecamatan, Belum optimalnya pengawasan bantuan partai politik, Belum optimalnya pemetaan terhadap ormas, Belum Terfasilitasinya kegiatan P4GN di Tingkat Kecamatan dan Desa, Belum Terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan dan Desa, Belum Terbentuknya Pusat Komunikasi dan Informasi dalam rangka kewaspadaan dini Terkait Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan (ATHG) terhadap Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM) Tingkat Kecamatan, Belum Terfasitasinya Anggaran Forkopimda dan Forkopimcam, Kurangnya Fasilitas, kuantitas dan kualitas SDM di Kecamatan  
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	Infrasturktur
	Permasalahan pada Bidang Infrastruktur diantaranya Jalan Rusak Ringan dan Berat , Rumah Tidak Layak Huni, Bangunan Gedung Rusak Ringan, Penduduk Belum Akses Air Minum,  Penduduk Belum Akses Sanitasi, Desa Belum Bebas BABS, Belum terpenuhinya PJU, Belum maksimalnya akses telekomunikasi
	Permasalahan pada Bidang Infrastruktur diantaranya Kurangnya Penerangan  Jalan, adanya banjir kiriman, Banyaknya Sungai Yang Tersumbat, Bronjong di sungai sudah rusak, saluran drainase tidak berfungsi, Belum tersedianya gedung serba guna milik desa , akses jalan dan jembatan ada yang masih minim, Minimnya sumber Air Bersih, Minimnya Sarana dan Prasarana Olahraga, Minimnya sarana dan prasarana di mesjid, Masih adanya rumah tidak layak huni, Kurangnya rambu dan Penerangan Jalan Pada Malam Hari, Sering Terjadi Longsor di dekat sungai, Belum maksimalnya akses telekomunikasi dan lain sebagainya
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	Ekonomi 
	Permasalahan pada Bidang Ekonomi diantaranya Keterbatasan modal ( termasuk alat produksi dan atau penunjang produksi ) untuk pengembangan usaha,Pengurusan perizinan usaha yang dianggap bagi pelaku UKM berbelit-belit, Manajemen usaha yg belum profesional baik dari sisi manajemen SDM, keuangan & sistem kerja, Belum punya jaringan kemitraan usaha dalam rangka ekspansi  pemasaran produk, Berbagai permasalahan dalam koperasi di Balangan seperti banyak koperasi mati suri, Belum adanya payung hukum mengenai pengawasan harga, Kabupaten Balangan belum memiliki Sarana dan Prasarana Industri seperti Rumah Kemasan, Perlunya perbaikan sarpras pasar, Rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal, jenis pelatihan di BLK yang kurang mengikuti perkembangan kebutuhan perusahaan, minimnya jumlah perusahaan di Balangan
	Permasalahan pada Bidang Ekonomi diantaranya Masih sama seperti tahun sebelumnya yaitu Keterbatasan modal untuk pengembangan usaha, Pengurusan perizinan usaha yang dianggap bagi pelaku UKM berbelit-belit, Manajemen usaha yg belum profesional baik dari sisi manajemen SDM, keuangan & sistem kerja, Belum punya jaringan kemitraan usaha dalam rangka ekspansi  pemasaran produk, Berbagai permasalahan dalam koperasi di Balangan seperti banyak yang mati suri, Belum adanya payung hukum mengenai pengawasan harga, Kabupaten Balangan belum memiliki Sarana dan Prasarana Industri seperti Rumah Kemasan, Kurangnya pengetahuan dan wawasan pelaku UMKM, Bantuan Modal Usaha Mikro dan Menengah, minimnya jumlah perusahaan di Balangan, Masih Banyak anak muda yang belum bekerja dan tidak mempunyai SKIL
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5
	SDA dan LH
	Permasalahan pada Bidang SDA dan LH diantaranya Masih rendahnya persentase capaian pengurangan sampah, Belum optimalnya sarana prasarana pengelolaan sampah , Rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat untuk membuang sampah, Rendahnya Ruang Terbuka Hijau di Kab. Balangan, Kurangnya pengetahuan tentang penanaman dengan media selain tanah, Kurangnya pengetahuan petani tentang pasca panen tanaman pangan dan hortikultura ,Kurangnya minat petani untuk menjadi penangkar benih , Jumlah luasan komoditas karet tua/rusak dan tua yang harus di replanting, Belum optimalnya pengelolaan dan produktifitas ternak seperti sapi, kerbau, unggas, kambing, Masih rendahnya Produksi dan Produktivitas usaha Budidaya Ikan, Masih ada  JUT yang rusak
	Permasalahan pada Bidang SDA dan LH diantaranya Masih kurangnya sarana/prasarana alat pertanian, Banyaknya Saluran Irigasi Yang Rusak, Pencemaran akibat sampah masih belum teratasi, Terdapat JUT dan JP yang masih Belum Layak, Pembinaan TPS3R belum optimal, Banyak lahan pertanian karet mengalami gugur daun sehingga penghasilan petani menurun, Minimnya usaha ternak oleh masyarakat, Produk unggulan desa (Porang) tidak jalan dikarenakan pemasaran yang tidak ada, Banyaknya kebun sawit warga yang sudah tua, Minimnya pengetahuan bahaya Kebakaran serta Upaya Pencegahan dan sebagainya
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



